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KEKEMENTERIAN DALAM NEGHRTI
Died & K B EA
S EGERA
Kepada
D.P.D.S. Propinsi Djawa Tengah
di
SEMARATLG.
Tembusan kepadas
1, Semua D.P.D./Gubernmur Kepala
Daerah Propinsi.
2. D.P.D. Daerah Istimewa Jogjakarta.
3. D.P.D. sema Kabupaten/Kota.
4, B.P.H.Kotapradja Djakarta-Raya.
5. Kantor Urusan Pegawai.
No. Des.32/4/30, Tanggal: 12 OKTOBER 1953. Lampiran: 8.

PERIHAL: Pernjataan sebagal pegawai tetap.
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Menarik surat Saudara tgl.16-9-1953 No.Peg.2/1/10-c dan un-
tuk mendjawab pertanjaan? jang dikemukakan dalam surat Saudara
tgl.3-2-195% No.Peg.2/1/10, dengan hormat dipermaklumkan seperti
berikut.

1. Meskipun Undang-Undang pensiun No.20 tahun 1952 tidek mem-
beda-bedakan lagi pegawal tetap dan pegawal scmentars mengenal
haknja untuk mendapat pensiun, namun sampai kini masih terdapat
beberapa peraturan Pemerintah jang terus mengadakan perbedaan
dalam kedudukaen hukum antara pegawal tetap dan pegawal sementara.

Dengan adanja Undang-Undang pensiun tsb. kedudukan pegawail
sementare jang ditetapkan dolam berbagail peraturan Pemerintah
(ketjueli dalam hal haknja atas pensiun), selama tidak ada pene-
tapan lain, tidak berobah.

Ketentuan ini kami dasarkon atas surat-edaran Menteri Urusan
Pegawai dahulu tg1.11-11~1952 Ho.M.25-3%-27/Aw.214-42 joang telah
dikirim kepada Semua Gubernur, Residen/Residen Koordinator, Bupa-
ti, Wali Kota dan Kepala Daerah lstimewa Jogjakarta dengan surat
kami tgl.3-1-1953% 1lo.UP.22/1/16 dan untuk memudahkan bersama ini
dilampirkan salinannje.

2. Berhubung dengan ketcentuan dimeksud diatas ini, maka pene-
tapan surat2-putusan tentang pernjatasn sebagai pegawai Negeri
tetap menurut P.P.0.59 tahun 1951 perlu diselenggarakan terus,
sesuai dengan ketcgasan dalam surat Mentcri Urusan Pegawai dahu-
lu tg1.3-1-195% No.A 23-1-20/Aw.3-38.

e Adapun mengenal istileah "pegawal Negeri" dalam Peraturan
Pemerintah 110.19/1952 tentang pensiun-djanda dan tundjangan anak
Jatim-piatu, olech Menteri Keuangan dengan suratnja tgl.20-4-1953
No.71808/U.P, tclah dikemukakan usul kepada Perdana Menteri untuk
diadakan perubahan dalam Peraturan Pemerintah tsb. berhubung de-
ngan Undang-Undang pensiun N0.20/1952 itu, sedemikian hinggs FPer-
aturan Pemerintah itu honja berlaku bagl pegawai Negeri tetap.

Oleh Kementerian tsb. telah diberitahukan pula kepada semua
Kepala Kantor Perbendaharaosn dengan kowatnja tgl.2-4-1953 No.424,
bahwa untuk sementara dari gadji pegawai lNegeri sementara tidak
aken dipotong iuran? gun~ dana pensiun djanda/anak jatim-piatu.

3alinan dari surat dan kawat Menteri Keuangan jang dimaksud
tadi telah dikirim kepada semua Gubernur, Residen, Bupati dan
Wali Kote dengan surat kami $g1.15/5-1953Nc.UP.22/71/40 jang tem-
busannja bersama ini kemi sampaikan pula kepada Dewan Saudara.

/
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4. Kami mengharap sudilah kiranja Dewan Saudara memperhatikan
hal2 jang dimaksud diatas untuk dipedomani bagi pegawaiZ2 daerah
dan memberikan pendjelasan scperlunja kepada Pemerintah2 Daerah
dalam Propinsi Djawa-Tengah untuk menghilangkan keragu~raguan
terhadap soal dimaksud.

P Kescmpatan ini kami pergunakan pula untuk mengirimkan kepada
Dewan Saudare salinan surat Wali Kota Salatiga tgl.28-1-1953 No.
UP.Kk 1/90 dengan harapan agar surat tsb. dianggap seperti ditu-

d jukan kepada Dewan Saudara, l rena surat penegasan Menteri Urusan
Pegawai dahulu tgl.3-1-1953% No.A 23-1-20/Aw.3-38 jang dimaksud
telah kami sampaikan kepada Dewan Saudara dengen surat kami tgl.
20-1-1953 No.Des.32/1/8,~

= “A.n,Menteri Dalam Negeri,
-~_ﬁkh&eﬂa1a Baglan Otonomi dan Desentra113381,
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KEM E N TERIAN DLHLAR NEBEOAERTIT
]‘ : Dod-8 Kd R A
‘ Kepada
Y. Bemue GUbernurn,
2k Residen/Residen ﬁoordlnator.
e 0 Bupati,.
ﬁ'o - Nali Kota.

He Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta._

‘No.UP.22/1/16, Tanggal: % Djanuari 1953, Lampiran: 1 (satu).
PERIHAL: Surat-edaran Kementerian Uruan 2
- Pegawai, tentang Undang2 pensiun,

W am S e e ow w ew S B B b ar e Be B e e B e B Gt

Bersama ini dikirimkan kepada Saudara salinan surat-edaran
Menteri Urusan Pegawai tanggal 11 Nopembsr 1952 No.M.25-3%-27/Aw.
21i-li2 tentang hdl jang tersebut pada pokok surat ini, unbtuk di-
maeklumi dan didjadikan pedoman se erlunJa (1lihat surat kemi tang-
gal 3 Nopember 1952 No,UP. 22/157 3 o= )

on.Menteri Dalam Negeri,
Kep la Bagian Pegawai‘

-ﬁ._

(M A MUCHTARJ 1o,
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Sttty galinan, e
KEMENTER IAN URUSAN PEGAWAI ' DJAKARTA, 11 NOPEMBER 1952;
DJALAYN KRAMaAT RAYA 132 -

DI DJAKARTA,

e e B e - Kepada
oM. 253867 e B ; Jth., 1, Semua MENT ER I
tamptran; - | SRRl Ll e
Perihal : Undang2 pensiun,- berhentikan pegawail Negeri.
SURAT~BEDAIRAN,
SEE Seperti diketehui, maka pada tanggal 21 Oktober 1952 mulai

berlaku Undang-undeng No0.20/1952, tentang pensiun pegawai Ne-
_geri sipil.-

2. - Mengenai beberapa hal Undang-undang itu menurut perubshan?
penting dari ketentuan2 Jang berlaku sebelumnja, a.l. mengenail
, golongand pegawal Jang kinl berhak menerima pensiun,-

3. Berdasar atas suatu amendemen dari Dewan Perwekilan Rek jat
pada wak tu merundingkannja Undang2 itu, maka jang berhak atas
pensiun itu menurut pasal 1 adalah "pegawai Negeri tetap dan se-
mentera, Adapun jeng dimaksudkan dengan pegawai Negeri "semen-
tara" tadi, mengingat almn perundingen dalem D.P.R. itu dan kata-
kata jang dipergunzkan oleh pengusul amendemen, .adalah mereka
"jang menduduki djabatan organiek"., Seperti diketahui, maka arti-
nja "djabatan organiek" itu, ialah suatu djabatan jang telah dite-
tapkan dalan peraturan gadjl jang berlaku dan termasuk formasi

. jang telah ditentuksn oleh Bementerian/Djawatan jang bersangkutan,

i, Berhubung dengan itu, maka istilah "pegawai sementara" menurut
pasal 1 Undang2 pensiun ltu berarti: seorang pegawai Jang telah
diangkat dalam suatu djbatan, jang telah ditetapkan dalam, dan
diveri gadji menurut peratursn gadjl jang berlaku, (jaltu pada
waktu sekareng ialah P.G.P.) den jang djabatennja termasuk for-
masi pegawal jang telsh ditentukan. Dengan demikian, maka dalam

. istlilah, "pegawai sementara' itu tidak termasuk: :

a.pegawal bulanan

b.pegawal/pekerdja harian

co.pegawai/pekerdja jeng diberi upah menurut djumlah djam mereks

- bekerdja :

demereka - jang digadjl menurut peraturan upah setempat.

e.pegawal pensiunan jang dipekprdjakan kembali dan jang menerima
terus pensiunnje disamping penghesilan dari Kas Negeri +)

De Tidak termasuk pula dalam istilah pegawail sementara menurub
Unidang2 pensiun, ialah golongan pegawal jang dipekerdjakan atas
‘ikatan dinas untuk waktu terbatas {Kort-verband). Mereka telah
‘diberikan tundjangan ikatan dinas (Kort-verbandtoelage),; Jjang
dimaksudkan sebagai sematjam djaminan hari-tua, djadi semat jam
pensiun, : - : :

B Meskipun sebenarnja tidak perlu ditegaskan legl, akan tetapi
untuk lengkapnja, dapat pula ditjatat, bahwa djuga mereke jang
dipekerdjakan atas suatu perdjandjian-bekerdja berdasar hukrn

- 8ipil, tidak termasuk istilah pegawai sementarsa menurut Undang-
~ undang pensiun, - :

(0



Te Achirnja diminta perhatian, bahwa ketentuan dalam pasal 1
Undang-undang ini, tidak membawa perobshan2 lain dalam kedu-
dukan pegawal sementara, Semua peraturan? mengenai kedudukan
pegawai sementara, (ketjualil jang berhubungan dengan haknja
jang sekarang diberikan atas pens*un) djika tidak ada peneta-
pan lain, terus berlaku,- :

MENTEI URUSAN PEGAWAL,
 thd,
(SOER OS8O ),

B e e A e R

+) Hal ini berarti, bahwa peg zawal benciunan,'jang dipekerd jakan
kemball berdasar pasal 8§ agat 1¢ dari P,(.P., tidek otomatis ,
dapat mempertinggl dasar pensiunnja. Untuk maksud iri, mereka
sebelumnja harus diangkat kemball dalanm dJabqtan tetap, me-~
nurut surat-edaran Perdana-kenteril tangg cel 9 Djanueri 1951
No.l5%/51, atau dengan ment jabut pen¢1unnga disesuaikan selu-
ruhnja dalam P.G.P. sebagal pegawal sementare.- .

Untuk salinan jang sama bunjinja.
Kepala sub bagian Ar.lb/ﬁkspedlﬂl K Dl

(M.Kasthalanie Adiwidjaja)le.



KEMENTERIAN DiLAM NEGERI

DJAKLRTA,
s LS e e P S = == =
Kepada _

1., Semua Gubernur,

2. " Residen/Residen Koordinator,
« " Weli Kota,

5 " Direktur Kursus Dinas B,

6, Kepala Daersh Istimewa Jogjakarta,

7+ Biro Pendidikan Mehasiswa di

Jogjakarta,
No.U.P.22/71/L0., Tanggals 15 Mei 1953,- Lampirant } bendsl.

Perihal: Usul penindjavan kembali P,f. Nr.1l9 tahun 1952
berhubung dengan U,U. Nr.20/1952.

Men jambung surat kami tgl. 3 Djanuari 1953 No.UP.22/1/29,
bersama ini dikirimken salinan surat Menteri Keuangan tgl.20 April
1953 No.71808/U.P. berikut lampiran2nja tentang hal jang tersebut
pada pokok surat inl jang ditud jukan kepada Perdana Menteri, untuk
dimaklumi. A

A7.A.E Menteri Dalam Negeri, /|

izi},Bagian Pegawai,
1 }\N
AN e

= PRI



Salinan,

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONLSIL

"DJAKARTA .
e s o o S Djakarta, 20 April 1953.-
No.71808/U.F.
Lampiran: 3. 2o ‘
Perihal : Usul penindjauvan kembali P.P, Kepada
Nr,19 tahun 1952 berhubung de- Perdana Menteri
ngan U,U, Nr,20/19%2, ' di
- DJAKARTA
AMAT SEGERA,
1. ~ Bersama ini diminta dengan hormat perhatian Saude-
ra untuk hal tersebut dibawah ini.
e Msnurut pasal 1 ajat (1) huruf a, F.Y. Nr.19 tahun

1952 (Lémbaran Negara Nr.25), tentang pemberian pensiun ke-
pada djanda dan tundjangan kepada anak jatim piatu pegawail
Negeri, Jjang dimeksud dengan "pegawel " menurut peraturan
tersebut ialah "pegawai Nege:l menurut Peraturan Pensiun
Pegawai Negeri Sipil jang berlaku",

s "Pegawai Negeri" seperti dimeksud diatas adalah
pegawal dalam djabatan Negeri tetap, karena Peraturan Pen-
siun regawail Negeri Sipil jang berlaku pada saat itu ha-
njalah mengenai pegawal Negeri tetsp, djadi tidak ter-
masuk pegawail sementara.

Iy Kemudian dengan Undang2 Nr.20 tahun 1952 (Lembax
ran Negeri Nr.Th) ditetapkan peraturan baru mengenail peme
berian pensiun kcrada bekas pegawail Negeri sipil, jang
berlaku mulai Undang? tersebut diundangkan (tanggal 21-10-
1952). Dalam Undang2 ini jang dimaksud dengan pegawai Ne-
gerli ialah pegawal jang diangkat sebagail pegawaili Negerl
tetap dan sementara (pasal 1 Undang2 tersebut). .

P Pada penetapan Undange tersebut tidaklah diperha-
tiken maksud dan tudjuan P,P, Nr,19/1952 tersebut diatas,
sehingga dengan adanja tafsiran mengenai pegawai Negerl se-
pertl tertjantum dalam pasal 1 Undang2 Nr,20/1952 itu,
djanda dan/atau arak jatim piatu pegawai Negeri sementara
geoleh-oleh dengan sendirinja akan berhak pula atas pem-"
berian pensiun djanda cq. tundjangan jatim piatu, padahal
pemberian pensiun ¢q. tundjangan serupa itu tidaklah di-
maksud oleh P.,P. Nr,19/1952.

6. *  Berhubung dengarn i1tu maka dengan surat-edarannja
tanggal 11 Nopember 1952 Nr,M,25-33-27/iw,21Lh-h2 (ajat 7)
oleh Menteri Urusan Pegawal pun ditegaskan, bahwa ke ten-
tuan dalam pasal 1 Undang2 Nr.20/1952, tidaklah membawa
perubahan2 lain dalam keduduksn pegawal sementara., Semua
peraturan mengenai Lodudukan pegawal sementara (ketjualil
jang berhubungan d engan hak jang sskaranz diberikan atas
pensiun), djika tidak ada penetapan lain, terus berlaku.

Pl e Kemudian d engan suratnja tanggal 7 Maret 1953 Nr,
A,25-12-30/Aw,.55-39 kespada Kepala. Djawatan Ferbendaharaan
dan Kas2 Negeri, sebagal djawaben atas surat Kepala Djawa-
tan tersebut tanggal 9-12-1952 Nr,307741/PKN, jang masing2
salinennja terlampir bersema ini, oleh Menteri Urusan Pega-
wai dinJatakan, tbahwa mulai berlakunja Undang? Nr.20/1952,
jaltu 1-10-1952, dalam istilah '"pegawai NWegeri menurut P.F,
" Nr.19/1952", termasuk pcgawal Negerli tetap dan pegawai No-
gerl sementara, sepcrti termuat dalam pasal 1 Updange Nr.
5071952,c1an oleh karenanja daril pegawal Negeri ssementara

haruslah dipungut (seperti terhadap pegawai Negeri tetap)




L]
.

B Terhadap tafsiran demikian itu saja merasa sangat
keberatan, Bukan itu jang dimaksud scmule oleh P,¥, Nr,19/
1952 tersebut karcne sebagaimana telah diuraikan diatas F.P.
itu hanja berlaku bagl pegawai Negeri tetap. Dengan berlaku-
nja P«P,Nr,19/7952 terhadap djanda cq. anak jatim piatu
pegawal Ncgeri sementara, akibatnja, bagl keuangan Negara tie
dak dapat didugazlkan dan dipertanggungan djawabkan, karena
pada umumn ja untuk pengangkatan peégawai Negeri sementara
(berdasarkan U,U., Nr.20/1952, termasuk pula pegawai sementa-
ra Bangsa Asing) tidak dilakukan lebih dulu pemeriksaan ke-
sehatannja oleh Madjelis Pengudji Kesehatan.

e Berhubung dengan uraian diatas, maka kami anggap
perlu selekas mungkin menindjau kembali P,i's Nr.19/1952 tersc-

. but diatas dan merubah sedemikian, hingga P.P. 1tu hanja ber-
laku bagi djanda pegawail Negeri tetap, jang berdasarkan peratu
ran pensiun jang berlaku berhak atas pensiun,

10, Achirnja ditjatat disini, bahwa sambil monunggu ke-
putusan tentang sod tersebut diatas, dengan kawat kaml tang-

gal 2 bulan ini. Nr. 42li jang salinannja bersame ini dileam-
‘pirkan pula, telah diberitahukan kepada masing? instansi jang
bersangkutan, bahwa untuk sementara dari gadji pcgawail Negeri
sementara tidak akan dipotong luran2 guna Dana Pensiun Djanda/
anak jatim piatu,

MENTERI KEUANGAN,
dtta
Sumitro Djo johadikusumo.

Cece 1o Menteri Urusan Pegawai,
2. Dewah Pengawas Keuangan,
%+ Semua Kementerlan (Ketjuall Kem,Ur.Pegawai),

L, Kepala Djawatan Perbendaharaan dan Kas2
Negeri. '

Untuk salinan jang sama bunjinja,
Kepala Sub Bagisn Arsip/Ekspedisi:KDN,
/7 >
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KEMENTERIAN URUSAN PEGAWAI,

R I I I P

No.
Perihal

LT LR TP = Djakarta, 7 Maret 1953,-

| A.25-12—30/Aw.55-39o

¢ Istilah Pegawai Ncgeri
menurut Peraturan Pemerintah
No. 19 tahun 1952.~

B e A B S D v W e W Sea $RA me M S e W e e e W e A bee me WS W

Kepada
Kepala DJawatan Perbenda~
- ‘haraan dan Kas2 Negori

G A s Yol 8

i. Menarik surat Saudara tanggal 9 Descmbor 1952 No.
307741/P.K.N. tentang hal tersebut diatas, bersama ini
dipermaklumkan dengen hormat, behwa mulai tanggal berlakunjsa
Undang-Undang No.20 tahun 1952 tentang pemberian pensiun
kepada pcgawal Negerl Sipil, jaitu 1 Oktober 1952, maka da-

lam pengertian istilah "pegawal Negori" monurut Peraturan

Pemorintsh No. 19 tahun 1952 tentang pemberian pensiun kopa-

da djanda dan tundjangan kopada aﬁék jatim-piatu pegawai No-
gerl Sipil, termasuklah pegawail Megeri totap dan pegawai No-
geri sementara menurut Undﬂnp-E’No. 20 tahun 1952 tersebut.

24 Berhubung dengen hol itu, maka tepatlah kesimpulan

jang termuat dalam kalira¢ 3 surat Saudara torsebut diatas, . —-—
bahwa tldak hanja dari~pcgawai'Nogori tetap,;mﬂlainkanwdjﬁga
dari pegawal Negerl semcntara haﬁnslahvdipungut selalnnja

2% iuran untuk pensiun sendiri, djuga iuran 7% dari gedj.

- bulanan untuk pensiun djénda dan tundjencan anak jatim-pizta
(pegawai wanita 2%) menurut kotentuan2 dalam PeraturaqLNo. 19

Tembusang

tahun 1952 tersebut. . . . : /Pomorintah
Demikianlah agar Saudara mendjadi meklum adanja.-

A,n. MENTERI URUSAN PEGAWAI,

Sekrotaris,
detote
( Soedirdjo ).

Semua Kementorian, _
Ketue Dewan Pengawas Keuangan,

Direktur

Kabinet Presiden,

Sckre.Pordana Menteri,

Sekrotariat D,P.R.-R.TI.

Dana Pensiun di Bandung dan Jogjiskarta, *

Bagian Pensxun/TundJangan K.U.F. di Bandung dan Jogjakarta.

P

[ Untuk selinan jang sama bunjin;a.
[Kupala Sub Ba ian Arsi /Dkspbdisi

(MK, AdiwidadeT To.-

Dul., -
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=AZ+ SALINAN DARI SALINAN.
KEMENTERIAN KEUANGAN Djakarta, 9 Desemher 1952.-
No. ¢ 307741/P.K.N. '

Lampirang -1-
Perihal g Istilah pegawal-scmentara Kepada

menurut P.P. No.19/1952,- Kepala Kantor Urusan Pegawal
' di

DJAKARTA.

D v am e Om ey G G G Gm R e ORGSR = G em Em e B R Se

. Borsama inl kami minta dungan hormat perhatian saudara untuk
hal Jang berikut. . 3

l. Dalam pasal 1 ajat {1) huruf a dari P,P. No., 19 tahun 1952
(LeN« No., 25), mengenai pemborien pensiun kepada djanda dan tundja-~
ngan kepada anak jatim-piatu pegawal Negori Sipil ditjantumkan, bahwa
pegawal jang dimaksudkan dalam Pcraturan Pomerintah tsb. lalah pega-
wal Negerl menurut Peraturan Pegawai Negeri Sipll jang berlaku.

2 Peraturan tentang pemberian pensiun pegawai Negocri jang kini
berlaku adaleh Undang-undang tentang pemberien pensiun pogawai Nege-
ri Sipil, termaktub dalam UU No, 20 tahun ini, jang dimuatkan dalam
Lembaran Negara No. 7l tahun ini djuga dan berlaku mulai hari po— . _

ngundengannja, jakni tanggal 21-10-1952. -9

Dalam pasal I dari Undang-undang tsb. ditetapkan bahwa jang
dimaksudkan dengan pegawai Negcri ieslah pegawal jang diangkat scba-
gal pegawai Negeri tetap maupun sebagai pegawai sementara.

3+ Darl Ketentuan itu dapatlah kiranja diambil kesimpulan bahwa
pun dalam P.P. No. 19 tsb. diatas, dengan pegawal Negeri dimaksudkan
djuga pegawal somontara. Dan berhubung dengan itu dari pegeawai semen-
tara haruslah pula dipotong dari gadjinja bulanan selainnja 2% iuran
untuk ponsiun sendiri, 7% untuk pensiun djanda dan tundjangan anak
jatim-piatu (pegawai wanita 2%).

. 0Oleh karena hal itu tidaklah termasuk tugas kowadjiban kami
untuk memutuskan apalah tafsiraen dan kesimpulan itu betul adanja,
maka bersama ini kami minta sudilsh kiranja saudara momberi kepada
kami keterangan lebih landjut c.qe. kepastlan tentang soal termaksud.

5. Kiranja djawaban Saudara dapat kami nantikan dalam tempo jang
singkat, agar kepastian jang dimaksudkan dapat pula selekas mungkin
kaml sampalkan kepada para Kopala Kantor Pusat Perbendaharasan, se-
pertl tertera dalem achir ajat li dari surat kemi hari ini No, 302762/
P.KeNe jang dilampirkan pada surat ini.

Kepala Djawatan
Perbendaharaan dan Kas2 Negeri
ttd,

Tembusan dikirimkan untuk ( Re Tjahjono ).

etahul kepadas

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor;
2., Semua Kementerian, dengan permintaan supaja disampaikan kepada semua

Djawatan/kantor dalam lingkungarmja masing?2;

Semua Kepala K.P.P.}

Direktur Kantor Dana Pensiun di Jogjakarta, menundjuk tembusan kawat-
nja kepada Menteri Urusan Pegawail tg.8-11-1952 No.dp/22/5/9/52;

Semua Perusahaan/Djawatan Pemerintah dengan Perbendaharaan sendiri;

Wke Direksi Dana Pensiun Indonesia di Bandung;

Kepala Djewatan Perbendaharzan Pusat Kementerlan Pertashanan di Djakarta;
Kepala Dinas Pensiun Militer D.D.A.M.,A.D, di Bandung;

- Semua Gubernur di Djawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Sunda Ketjil
dan Maluku.-

/ Untuk galinan Jang sane bunjinja.
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Nr.,

66706 /PKN 2l

SALIDNAN
Djakarta, 2

KPPER BANDUNG KPPER
SEMARANG

JOGJAKARTA

SURABAJA
PALEMBANG
PADANG
MEDAN

R i N oy

LaNDJIARMASIN
PONTIANAK
MAKASSAR
TOMOHON
AMBOINA
SINGARADJA
TANDJONGPINANG

L2y MENUNDJUK SEXPKN TGL 9 DES AP 10 302762/PKN KURBK

AJAT | KALIMAT PENGHABISAN KURTP DAN

BHDGN SRT MENT

URUSAN PEG TGL 7 MRT JBL NO A-25-12-30/4W 55-39 KMA

DIULANGI BHW SELAMA BELUM

SEPERLUNJA DARI KPKN

DJA
DAN

NGAN DIPOTONGKAN IURAN

KMA MAKA DARI PEG

TUNDJ ANAX ATIM PIATU TTHBS

MNKEU

WL G i e WD A PP S G S 6 T M e e v e MR e

Aen

« Menteri Keuangan

Kepala Bagian Arsip/

Ekspedisi,
detet.

( Pangaloan Siregar ).

Tindasan untuk dimeklumi kepadat

1.
2

Ze

Lo
.
§:
Qe
10,

11.

12,
13.

Dewan Pengawas Keuangan di Pogor;

Direktur Kabinet Presiden;

Semua Kementerlan, dg.permintaan supaja disampaikan kepada
Djawatan?/Kantor2 dalam lingkungannja masing2;

Sekretariat Perdana

Mentori;

Sekretariat D.P.R. R.I.
Kepala K,U,P, di Djakerta;
Direktur Kantor Dana Pensiun dl Jogjakarta;
WkeDireksi Dana Pensiun Indonesia di Bandung;

Semua Perusahaan2/DjawataniPemorintah dengan perbendaharaan scndiri;

DITERIMA PETUNDJUK PETUNDJUK

NEG SEMENTARA

IURAN GUNA DANA PENS DJANDA

Kepala Djawatan Perbendaharaan Pusat Kementerian Pertahanan

di Djakarta;

Kepala Dinas Pensiun Militer (D.D.a.M.A.D.) di Bandung;
untuk diperhatiken sekedar mengenai pegawaiZl sipll dalam

lingkungan Kementer
Kepala Kantor Pusat
Semua Kepala K.P.T.

/

/

ian Pertahanan;

Perbendahgfaan di Djakarta;

UK. N,

Untuk salinan jang
Kepala Sub Bagian

(M/X. Ad

sip/Eks

sama bunjinja.
disi K.D.No,
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PEMERINTAH DAERAH KOTA KETJIL

SALATIGA.
Bagian: U.P.
No.U.P.Kk.1/9O.V SATATIGA, 28 Djanuari 1953.

Lanpiran: -

Perihal :

Pernjataan sebagai pegawal

tetap berhubung dengan fasal 1 Kepada
Undang2 No.20 th.1952 (pegawai Kementerian Dalam Negeri
sementara),- (Bagian Otonomi dan Desentra-
"""""""""""""""""""""" lisasi) Sub Bagian IV
di
DJAKARTA, -

—e e

Berhubung dengan surat-edaran Saudara tanggal 20 Djanuari
1953 No.Des.32/1/3, dialamatkan kepada senua D.P.D./Kepala Dae-
rah Propinsi perihal tersebut pada pokok surat ini, tembusan
surat-edaran mana kami terima langsung, maka dengan ini kami
mohon dengan hormat suka apalah kiranja Sdr. mengirimkan turu-
nan penegasan Menteri Urusan Pegawai tanggal 3 Djanwari 1953
No.A.23-1-20/4Aw,3-38, untuk memperlengkap segala sesuatu jang
mengenai urusan Kepegawaian.

Kemudian atas pengiriman surat tersebut terima kasih

kami haturkan.-

Wali Kota Salatiga,
B/t. Sekretaris,

ttd,
(R. SOEPaRTO).

Untuk salinan jang sama bunjinja:
Kepala Sub Bagian Arsip/Bkspedisi KDN.,




